KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 823/BPPMHKP.4/TU.140/VI11/2026
Yth. . PIt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Dari . Kepala Pusat Mutu Pascapanen

Hal : Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan Il Tahun 2026
Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 21 Juli 2026

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen

Triwulan Il Tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi. Mohon arahan Ibu Kepala Badan atas laporan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Sekretaris BPPMHKP

2. Kepala Pusat lingkup BPPMHKP
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BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT MUTU PASCAPANEN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun 2026 Pusat Mutu
Pascapanen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini disusun
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu,

landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen
Tahun 2026.

Di dalam laporan ini diuraikan target dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,
kendala dan tantangan yang dihadapi, kinerja anggaran dan kinerja lainnya, serta upaya
yang telah dilakukan sepanjang Triwulan Il Tahun 2026. Pusat Mutu Pascapanen telah
berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui pencapaian
atas target indikator kinerja. Walaupun masih terdapat juga beberapa kelemahan yang
terus diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja untuk mencapai kinerja yang

optimal.

Apresiasi tak lupa kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan
memberikan dukungan kepada Pusat Mutu Pascapanen dalam melaksanakan tugas
fungsinya. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana
akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan
untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Pascapanen di masa mendatang dalam

mewujudkan visi dan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Jakarta, Juli 2026

Kepala Pusat Mutu Pascapanen

Ttd.

Catur Sarwanto
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan
dan perikanan, Pusat Mutu Pascapanen telah menetapkan sasaran, indikator, dan target
yang ingin dicapai pada Tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pada
bulan Juni 2026, telah dilaksanakan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya jabatan Kepala Pusat
Mutu Pascapanen. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan revisi Perjanjian

Kinerja sesuai dengan pemangku jabatan yang baru.

Pencapaian atas Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan
dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan dan
anggaran yang telah dijalankan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan akuntabel secara transparan dan bertanggung jawab. Laporan kinerja
Triwulan 1l Tahun 2026 Pusat Mutu Pascapanen disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada Triwulan Il melalui sistem aplikasi
pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada laman
http.//www.kinerjaku.kkp.go.id, Pusat Mutu Pascapanen telah berhasil mencapai target
kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran kegiatan

Pusat Mutu Pascapanen tercapai secara maksimal, yaitu sebesar 103,54 (BAIK).
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Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 terdiri atas 2 sasaran kegiatan

dan 11 Indikator Kinerja. Secara rinci, capaian indikator dari masing-masing sasaran

kegiatan pada Triwulan 11 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan

SKA1

Terselenggaranya
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan
Perikanan

Indikator Kinerja

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan pada unit usaha yang
menerapkan SKP (Persen)

87,48

121,50%

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan pada unit usaha yang
menerapkan HACCP (Persen)

72

72

84,55

117,43%

Tingkat efektivitas pengendalian
dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan
perikanan pada unit usaha yang
menerapkan SPDI (Persen)

72

72

76,16

105,78%

Rasio produk ekspor yang
memenuhi persyaratan sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan (Persen)

99

99

99,97

100,98%

Nilai jaminan mutu pengawasan
hasil kelautan dan perikanan
domestik (Nilai)

71

71

76

107,04%

SK.2

Tata Kelola
Pemerintahan yang
efektif, lincah dan
akuntabel dalam
bidang Pengendalian
dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup
Pusat Mutu Pascapanen (%)

86

86

86

100,00%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat
Mutu Pascapanen (nilai)

92,1

83

79,72

96,05%

Indeks profesionalitas ASN lingkup
Pusat Mutu Pascapanen (indeks)

82,5

75

83,8

111,73%

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup
Pusat Mutu Pascapanen (nilai)

86,2

n/a

n/a

n/a

10

Persentase Penyelesaian Temuan
BPK lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (%)

100

n/a

n/a

n/a

11

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (nilai)

71,75

n/a

n/a

n/a

Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp1.961.834.000. Alokasi anggaran

pengendalian dan pengawasan mutu hasil

ini terdiri atas anggaran kegiatan
kelautan dan perikanan sebesar
internal

Rp1.301.016.000 dan kegiatan dukungan manajemen lingkup Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar




Rp660.818.000. Dari alokasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp485.655.000. Sehingga alokasi anggaran efektif yang dapat dipergunakan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.476.179.000. Pada Triwulan 2 ini, Pusat Mutu
Pascapanen Tahun Anggaran telah merealisasikan penyerapan anggaran dari pagu

anggaran efektif sebesar Rp709.145.472 atau mencapai 48,04%.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode

Triwulan Il Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

a. Nilai Kinerja Organisasi Pusat Mutu Pascapanen mencapai sebesar 103,54% atau
kategori BAIK.

b. Terdapat 8 indikator kinerja yang diukur dengan realisasi capaian memenuhi target
triwulanan yang telah ditetapkan, dengan rentang tingkat capaian 100% - 118%.

c. Terdapat 3 indikator kinerja yang tidak diukur pada Triwulan Il karena periode
pengukurannya adalah tahunan, yaitu Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu
Pascapanen; Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu
Pascapanen; dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu

Pascapanen.

Secara keseluruhan, Pusat Mutu Pascapanen telah melaksanakan kegiatan
pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan serta kegiatan
dukungan manajemen internal melalui pencapaian atas target kinerja periode Triwulan Il
Tahun 2026. Apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu
Pascapanen. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan

laporan kinerja secara periodik, yaitu triwulanan dan tahunan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu
Pascapanen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2026 untuk mencapai
visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP). Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja
individu di lingkungan Pusat Mutu Pascapanen serta sarana untuk mendapatkan
masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Triwulan Il Tahun 2026 merupakan salah satu
bentuk akuntabilitas sekaligus media informasi atas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan
tugas dan fungsi, penggunaan dan pengelolaan anggaran serta evaluasi dan
pengungkapan (disclosure) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja Pusat Mutu Pascapanen selama periode Triwulan II.

Pendahuluan




Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Pascapanen adalah:

1. Untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepetingan atas kinerja
Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan IlI, berdasarkan target yang telah
ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Mutu Pascapanen untuk

meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai
empat unit kerja Eselon I, yaitu Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan, Pusat Manajemen Mutu, Pusat Mutu Produksi Primer,

Pusat Mutu Pascapanen.

Sesuai dengan peraturan tersebut, Pusat Mutu Pascapanen mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Pusat Mutu Pascapanen

melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan

penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian

hasil kelautan dan perikanan

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan,
pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan
perikanan;

b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan
pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat, serta survailen pada
sertifikasi mutu dan sertifikasi produk serta ketertelusuran mutu dan
keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan
pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan,
pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil
kelautan dan perikanan; dan

d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Pascapanen.

BAB 1. Pendahuluan




1.4 KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Pascapanaen didukung oleh 36
pegawai aktif yang terdiri dari 27 PNS dan 9 PPPK. Komposisi pegawai per 30 Juni 2026
sebagai berikut:

Gambar 1. Komposisi Pegawai Gambar 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat
Berdasarkan Jenis Kelamin Pendidikan
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1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan
mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Arah

kebijakan dan strategis pembangunan BPPMHKP tersebut juga menjadi arah dan

BAB 1. Pendahuluan




kebijakan bagi Pusat Mutu Pascapanen, dengan strategi sebagai berikut:

1.

Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan
untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan
kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap
maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan
keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah
dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan
adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor
sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi
internasional.

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang
integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan
ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati
ikan.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan
sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode
pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi
laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan
informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam
negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi
SDM aparatur analis data.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara
berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis
digital.

Pendahuluan




1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja merujuk pada aturan dan ketentuan dalam

Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja

Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagai
berikut:

1.

Bab | - Pendahuluan

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi;

Bab Il - Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Tahun 2025 — 2029,

Rencana Kerja Tahun 2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Bab Il - Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja
berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang telah
ditentukan, dengan merujuk pada hasil pengukuran indikator kinerja yang telah
disepakati dalam PK.

b. Kinerja Lainnya. Subbab ini menampilkan pencapaian kinerja di luar Perjanjian
Kinerja (PK) Pusat Mutu Pascapanen yang kontributif terhadap program prioritas
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Realisasi Anggaran. Subbab ini menjelaskan bagaimana anggaran telah
direalisasikan untuk mencapai target kinerja yang terdapat dalam dokumen PK.

Bab IV - Penutup

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen,

upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Pusat Mutu

Pascapanen untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Bagian ini menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain Perjanjian

Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Tahun 2026 dan dokumen capaian kinerja.

Pendahuluan




BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

RPJMN Tahun 2025 - 2029 memuat visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama
Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui delapan Misi
Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita ini diimplementasikan
dalam delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Sebagai bagian di
dalam pemerintahan Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam
rancangan rencana strategis tahun 2025 - 2029 menetapkan visi “Terwujudnya
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk
Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai unit kerja yang berada di
lingkungan KKP, maka BPPMHKP turut mendukung Visi Presiden dan Visi KKP tersebut.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP

memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

A ) . U Mengurangi Tekanan dan Aktivitas Perikanan ) .
Ultimate Melindungi Laut dan yang Tidak Ramah Lingkungan dalam rangka “,V' Menjaga Kelestarian
Goals Sumber Dayanya Penyediaan Pangan Biru, Pertumbuhan Wilayah Laut

Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk
Visi Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

2 %

Menjaga keberlanjutan Mengembangkan sektor kelautan dan Meningkatkan daya saing Meningkatkan tata kelola
ekosistem dan sumber daya perikanan sebagai penggerak utama sumber daya manusia pemerintahan yang bersih,
kelautan dan perikanan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kelautan dan perikanan efektif dan berkualitas
3 i
R FlET

Tujuan Meningkatnya efektivitas Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah Meningkatnya kompetensi Meningkatnya tata kelola

pengelolaan dan pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan serta kualitas sumber daya manusia pemerintahan yang

sumber daya kelautan dan hidup pelaku utama kelautan dan perikanan kelautan dan perikanan bersih, efektif dan

perikanan berkualitas

Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan KKP

Selaras dengan visi, misi dan tujuan KKP tersebut, BPPMHKP juga telah merumuskan
visi, misi dan tujuan dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) mengacu pada
Asta Cita, yaitu:

BAB 3. Akuntabilitas Kinerja



Menjadi Otoritas Kompeten Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil perikanan yang berdaulat, inovatif,
dan diakui global untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang aman, bermutu, dan berdaya saing
tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan
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P i perikanan melalui kemandirian pelaku :
ketertelusuran icte =h il dan perikanan yang
hasil kelautan dan A el transparan, digital,
L pengendalian mutu kemandiriandan RunGbean
hFl>J|U P s yang modern, terciptanya budaya A ti,f
99 kredibel, dan diakui mutu pada pelaku P
secara global usaha

Terselenggaranya sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terintegrasi yang berkualitas dan
kredibel sesuai standar untuk peningkatan daya saing industri perikanan yang berkelanjutan serta
keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia meningkat di pasar domestik dan internasional

1. PN Kedua: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,
Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Dukungan BPPMHKP dalam PN
ini adalah melalui Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food), dan Penjaminan
Mutu dan Keamanan Pangan.

2. PN Kelima: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Dukungan
BPPMHKP dalam PN ini adalah melalui Peningkatan Produktivitas Perikanan yang

Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan.

2.2 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Peraturan Menteri
PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,
Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penyusunan Renja 2025 juga telah
disesuaikan dengan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
yang telah diberlakukan sejak tahun 2021 dan juga merujuk pada RPJMN 2025 - 2029
dan Renstra BPPMHKP Tahun 2025 - 2029.
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Renja BPPMHKP Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) program, yaitu Program Nilai Tambah
dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target-target dari indikator
kinerja yang telah ditetapkan, BPPMHKP mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun
2026 sebesar Rp342.649.736.

Rincian dari Renja BPPMHKP Tahun 2026 untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing

Industri dan Program Dukungan Manajemen dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rencana Kerja BPPMHKP Tahun 2026

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR VOLUME | SATUAN ANGGARAN
KINERJA KEGIATAN/KRO/RO

EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

SP.02 - Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor
IKP.01 | produksi primer yang memenuhi standar mutu dan 70 persen
keamanan pangan

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor
IKP.02 | produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu 70 persen
dan keamanan pangan

Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan

IKP.03 ekspor 41 Negara
Persentase pengawasan mutu hasil kelautan dan

IKP.04 perikanan di wilayah RI 70 REIESD
Persentase implementasi metode dan standar

IKP.05 | Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan 70 persen

perikanan yang ditetapkan

3989 - Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Skala
UMKM dan Menengah Besar

Persentase sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)

IKK.01 diterbitkan pada unit pengolahan ikan 70 persen
K02 | ey | 3000 | s
Koy | Pemeresel OIS St ™ ™ 70 poren
KKoa | Fementse itusana puays (0B | 75 porsn
IKK.05 Persentase unitusaha pembenihan ikan (CPIB) yang 70 persen

ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan

Persentase unitusaha produksi dan distribusi obat ikan
IKK.06 | (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi 75 persen
persyaratan mutu dan keamanan

Persentase unitusaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB)

IKK.07 | yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan 75 persen
keamanan
IKK.08 Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan 70 e

memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
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PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR VOLUME | SATUAN ANGGARAN

KINERJA KEGIATAN/KRO/RO

AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan
e dan Perikanan Sektor Produksi Primer SUEY
Kebijakan Teknis Pengendalian Mutu Hasil Kelautan
002 dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen 300.000
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk
001 Produk perikgnan yang diawasi dan diselesaikan kasus 700.000
mutu ekspor impornya
PDC - Sertifikasi Produk
001 Sertifika.t mutu produk kelautan dan perikanan sektor 2.100.000
produksi pasca panen
002 Produk kelautgn Qan perikanan sektor produksi pasca 3.900.000
panen yang divalidasi
PDF - Sertifikasi Lembaga
001 Sertifika_t m_utu lembaga kelautan dan perikanan sektor 2.000.000
produksi primer
002 Lgmbaga kelgutap dap perikanan sektor produksi 3.750.000
primer yang divalidasi
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk
001 ‘ Hasil Perikanan di wilayah Rl yang diawasi mutunya ‘ ‘ ‘ 750.000
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
UPI - yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan
002 Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 1.000.000
RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan
001 ‘ Sarana Pengujian Mutu ‘ ‘ ‘ 500.000
RBQ - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan prikanan
001 Prasarana Pengujian Mutu 500.000

7010 - Manajemen Mutu

SK.01 - Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan
Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

Persentase Tindaklanjut Rekomendasi penerapan
IKK.01 | sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan 70 persen
perikanan.

Persentase unitusaha/lembaga yang menerapkan

e SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi i persen
IKK.03 Nilai kuallltas penerapan sistem manajemen mutu 75 nilai
laboratorium
IKK.04 Nilai kual!tas penerapan system manajemen mutu 75 nilai
lembaga inspeksi
Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil standar
IKK.05 . - 3 ;
Perikanan Hulu Hilir sistem

IKK.06 Harmon|§a3| Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 8 dokumen
Hasil Perikanan dengan

ABR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

001 Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan st
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PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR VOLUME | SATUAN ANGGARAN

KINERJA KEGIATAN/KRO/RO

AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

001 NSPK standarisasi sistem Jaminan mutu hasil kelautan

dan perikanan 200.000
DCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
001 Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu 500.000

hasil kelautan dan perikanan

PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang
001 terakreditasi di laboratorium acuan dan penguiji sektor 3.500.000
kelautan perikanan

002 Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang

dihasilkan laboratorium acuan 2.100.351
PDD - Standarisasi Lembaga
001 ﬂ:lttukerja yang menerapkan standar sistem pengujian 1.400.000
002 Unit kerja.yang menerapkan sistem manajemen mutu 1.400.000
Laboratorium
003 'Unlt' kerja yang menerapkan pengendgllan sistem 700.000
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
001 I\/.Iasyar.aka.t yang meningkat pemahamar)nya .terhadap 6.875.000
sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk
001 Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality 500.000

assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

WA-Program Dukungan Manajemen

SP.08 - Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup .
IKP.01 BPPMHKP 86 nilai

3987 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan Dan Perikanan

SK.01 - Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel Di Lingkungan Badan Pengendalian
Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang
IKK.01 dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPMHKP 85 persen
Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan
K02 | BpK-RI atas LK BPPMHKP <O et
Tingkat efektivitas pelaksanaan program .
IKK.03 prioritas/strategis BPPMHKP 81 indeks
Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan . .
IKK.04 BPPMHKP 2 unit kerja
IKK.05 | Nilai PM SAKIP BPPMHKP 86 nilai
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) .
IKK.06 BPPMHKP 92 nilai
IKK.07 | Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPMHKP 81,5 nilai
IKK.08 | Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP BPPMHKP 3,5 nilai
IKK.09 | Indeks profesionalitas ASN BPPMHKP 87 indeks
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PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR VOLUME | SATUAN ANGGARAN

KINERJA KEGIATAN/KRO/RO

Persentase penyelesaian program penyusunan
peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang

WSO pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan 1o persen
perikanan

IKK.11 | Nilai pengawasan kearsipan internal BPPMHKP 80 nilai
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang

IKK12 1 giumumkan pada SIRUP BPPMHKPlingkup BPPMHKP 7 FEEEN

IKK.13 | Indeks survey kepuasan masyarakat 3,36 indeks

CAN - Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup

001 BPPMHKP 200.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal

956 Layanan BMN 500.000

957 Layanan Hukum 300.000

958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 550.000

960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 550.000

962 Layanan Umum 9.600.000

963 Layanan Data dan Informasi 500.000

994 Layanan Perkantoran 286.930.430
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal

951 Layanan Sarana Internal 200.000

971 Layanan Prasarana Internal 300.000
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal

954 Layanan Manajemen SDM 511.016
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal

952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 6.000.000

953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 532.939

955 Layanan Manajemen Keuangan 2.100.000

974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 300.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai wujud komitmen atas penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program
dan/atau kegiatan atas kinerja terukur yang telah disepakati, berdasarkan tugas, fungsi,
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka Pusat Mutu Pascapanen telah
menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Dokumen PK Pusat Mutu Pascapanen
Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada

dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, Renstra
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Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

- 2029, Renja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tahun 2026 dan DIPA Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Dalam rangka penajaman untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis instansi

secara efektif dan memastikan target kinerja jelas, terukur, dan selaras yang memenuhi

kriteria SMART, dilakukan perubahan indikator kinerja tahun 2026 pada sasaran kegiatan

terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan, sebagai

berikut:

Semula

Menjadi

Persentase Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit
Pengolahan lkan skala UMKM dan
Menengah Besar

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha
yang menerapkan SKP

Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) ruang lingkup
produk pada UPI

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha
yang menerapkan HACCP

Persentase Surat Keterangan Penerapan
HACCP yang diterbitkan pada unit
Distribusi Ikan dan/atau Supplier

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha
yang menerapkan SPDI

Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan
dan perikanan sektor produksi
pascapanen di wilayah RI

Nilai jaminan mutu pengawasan hasil
kelautan dan perikanan domestik

Pada bulan Juni 2026, telah dilakukan revisi atas Perjanjian Kinerja Pusat Mutu

Pascapanen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jabatan Kepala Pusat Mutu

Pascapanen pasca pelantikan jabatan pimpinan tinggi

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

pratama di lingkungan
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Perjanjian kinerja ini menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun
2026.

Tabel 3. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen

Tingkat efektivitas pengendalian dan

4 Pengawasan mutu dan keamanan hasil 72
kelautan dan perikanan pada unit usaha
yang menerapkan SKP (Persen)

Tingkat efektivitas pengendalian dan
o Ppengawasan mutu dan keamanan hasil 79
kelautan dan perikanan pada unit usaha

Terselenggaranya yang menerapkan HACCP (Persen)

Pengendalian dan

Tingkat efektivitas pengendalian dan

3 pengawasan mutu dan keamanan hasil 72
kelautan dan perikanan pada unit usaha
yang menerapkan SPDI (Persen)
Rasio produk ekspor yang memenuhi

4 persyaratan sistem jaminan mutu dan 99
keamanan hasil kelautan dan perikanan
(Persen)

1. Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan
Perikanan

5 Nilai jaminan mutu pengawasan hasil 71
kelautan dan perikanan domestik (Nilai)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan
6 yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja 86
lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)
Nilai Indikator  Kinerja  Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu 92,1
Pascapanen (nilai)
Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat 825

Tata Kelola 7
Pemerintahan yang
efektif, lincah dan

akuntabel dalam 8

2. bidang Pengendalian Mutu Pascapanen (indeks)
dan Pengawasan g Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu 86,2
Mutu Hasil Kelautan Pascapanen (nilai)
dan Perikanan 10 Persentase Penyelesaian Temuan BPK g

lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)

11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup 71.75
Pusat Mutu Pascapanen (nilai)

2.4 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi dari indikator kinerja. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks

capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai
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berikut:
1. Angka maksimum adalah 120;

2. Angka minimum adalah 0;

3. Status capaian, yaitu:

Belum Ada
Penilaian

Nilai 110 - 120 | Nilai 90 - <110 | Nilai 70 - <90 Nilai 50 - <70 Nilai <50
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam menilai prestasi Pusat Mutu Pascapanen pada periode Triwulan Il Tahun 2026,
dilakukan perbandingan antara target yang telah direncanakan dan pencapaian aktual
sesuai dengan indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan. Hasil yang diperoleh ini
memberi gambaran tentang usaha dan upaya Pusat Mutu Pascapanen dalam
melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan

perikanan pada sektor hilir.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengukuran kinerja dilakukan
melalui aplikasi pada laman kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan tampilan pada dashboard
kinerjaku di bawah ini, capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan Il 2026
masuk dalam kategori Baik, dengan nilai skor kinerja sebesar 103,54. Nilai pencapaian
skor kinerja ini merupakan gambaran nilai kinerja Pusat Mutu Pascapanen secara

keseluruhan, berdasarkan nilai capaian sasaran kegiatan.

/ KEMENTERIAN
’ KELAUTAN DAN === 1/ .
¥ PERIKANAN — Klnerjaku Home
Unit: Tahun:

PUSAT MUTU PASCA PANEN v 2026 v Tampilkan

Jumat, 17 Juii 2026 §

™1 ™w2 W3 W4

e

o 80

éb

™Mo 8,

D —
" p 1051750

Jenis w1

20 w10

" 106.8450,2

N by
100)

w2 s/dTW2 w3 s/dTW3 W4 Legend

Skor Capaian 105.17 106.84 106.84
Skor Verifikasi 1051716 1035416 103.54
Q Q

I 110 - 120 (Istimewa)
l 90 - 110 (Baik)

70 - 90 (Cukup)

50 - 70 (Kurang)
0 - 50 (Sangat Kurang)

Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku
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Detail tentang capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan 11 2026 dapat dilihat

pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Mutu Pascapanen Berdasarkan Target Triwulan Il 2026

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

T

R

%

Ket.

Terselenggaranya
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan
Perikanan

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit
usaha yang menerapkan SKP (Persen)

72

87,48

121,50%

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit
usaha yang menerapkan HACCP
(Persen)

72

84,55

117,43%

Tingkat efektivitas pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit
usaha yang menerapkan SPDI (Persen)

72

76,16

105,78%

Rasio produk ekspor yang memenuhi
persyaratan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan
(Persen)

99

99,97

100,98%

Nilai jaminan mutu pengawasan hasil
kelautan dan perikanan domestik (Nilai)

71

76

107,04%

Tata Kelola
Pemerintahan yang
efektif, lincah dan
akuntabel dalam
bidang Pengendalian
dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan
Perikanan

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (%)

86

86

100,00%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (nilai)

83

79,72

96,05%

Indeks profesionalitas ASN lingkup
Pusat Mutu Pascapanen (indeks)

75

83,8

111,73%

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat
Mutu Pascapanen (nilai)

n/a

n/a

n/a

Tahunan

10

Persentase Penyelesaian Temuan BPK
lingkup Pusat Mutu Pascapanen (%)

n/a

n/a

n/a

Tahunan

11

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
lingkup Pusat Mutu Pascapanen (nilai)

n/a

n/a

n/a

Tahunan

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Keberhasilan capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen diperoleh dari pencapaian atas 2
sasaran kegiatan, yaitu Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan Perikanan dan Perikanan dengan 5 indikator kinerja dan Sasaran Tata
Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 6 indikator kinerja.
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SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN

Terdapat 5 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Tingkat efektivitas
pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada
unit usaha yang menerapkan SKP; 2) Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan
mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan
HACCP; 3) Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI; 4) Rasio produk ekspor
yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
perikanan; dan 5) Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan

domestik.

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 5

di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Indikator pada Sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Realisasi 2026 Renstra

Indikator Kinerja
2022 2023 2024 2025 T R % T % of T

Tingkat efektivitas

pengendalian dan

pengawasan mutu

dan keamanan hasil - - - - 72% 87,48  121,50%  80% 106,76
kelautan dan

perikanan pada unit

usaha yang

menerapkan SKP

Tingkat efektivitas

pengendalian dan

pengawasan mutu

dan keamanan hasil - - - - 72% 84,55 117,43%  80% 105,33
kelautan dan

perikanan pada unit

usaha yang

menerapkan HACCP

Tingkat efektivitas

pengendalian dan

pengawasan mutu

dan keamanan hasil - - - - 72% 76,16  105,78%  80% 90,28
kelautan dan

perikanan pada unit

usaha yang

menerapkan SPDI

Rasio produk ekspor

yang memenuhi

persyaratan sistem

jaminan mutu dan 99,90 99,90 100 99,98 99% 99,97 100,98% 99% 100,99
keamanan hasil

kelautan dan

perikanan
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Realisasi 2026 Renstra

Indikator Kinerja
2022 2023 2024 2025 T R % T % of T

Nilai jaminan mutu

Eelng?wazan hasil - - - - 71 76 107,04% 74 110,58
elautan dan

perikanan domestik

Indikator Kinerja 1
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku
Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah
menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi
persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau
pengolahan ikan di Unit Pengolahan lkan (UPI).

Gambar 5. Kategori UPI yang Disertifikasi

Unit penanganan dan m Gudang dingin HE Gudang beku

pengolahan ikan

3

1 ' Unit penanganan ikan hidup ﬁ Gudang kering
- |

[ Unit penanganan rumput 5 g
. Miniplant

laut kering

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi
persyaratan umum sebagai berikut:

a. Sertifikat Pengolah lkan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan
pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun
sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).

b. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan lkan yang Baik dan Pemenuhan

Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis
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produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun
2019)

c. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana
Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu.
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP adalah indikator yang mengukur
pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan Program Persyaratan Dasar
(PPD) melalui penerbitan SKP untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap

dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan
yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh,
dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan
untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan
jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen
KP No 8/2024).

Indikator Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP diukur dengan
menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT, dengan variabel pada dimensi
pengendalian mutu, yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15),
Evaluasi tim Teknis (bobot 15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada
dimensi pengawasan mutu, yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10),
Pelaksanaan surveilans (bobot 30), dan Penerbitan SKHS (bobot 10).

Nilai komponen pengendalian mutu pada triwulan 2 diperoleh angka sebesar 84,55%.
Sedangkan nilai komponen pengawasan mutu pada triwulan 2 diperoleh angka sebesar
89,57%. Sehingga capaian tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP pada
Triwulan 2 sebesar 87,06% atau mencapai 121,50% dari target 72% (data rincian
terlampir). Dari nilai capaian ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan

pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang
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menerapkan SKP oleh UPT lingkup BPPMHKP dapat dinyatakan efektif.

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2026, telah diterbitkan sertifikat SKP melalui
sistem OSS sebanyak 1.707 dokumen dari 591 UPIl. Dalam mendukung Program
Prioritas Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), BPPMHKP telah melakukan
sertifikasi SKP di 28 lokasi KNMP tahap | (data rincian terlampir).

Indikator Kinerja 2
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disingkat SUMHKP
melalui prinsip HACCP pada UPI adalah untuk menjamin setiap produk hasil perikanan
yang dihasilkan UPIl aman untuk dikonsumsi serta bermutu. Penerapan SIJMKHP tersebut
terdiri dari persyaratan dasar GMP dan SSOP, persyaratan sistem mutu berdasarkan
konsepsi HACCP, dan persyaratan sistem ketelusuran. Pada umumnya, suatu UPI
memproduksi lebih dari satu jenis produk hasil perikanan yang akan dipasarkan guna
menjamin keberlangsungan proses pengolahan secara berkelanjutan. Praktek ini secara
otomatis juga akan menambah jumlah ruang lingkup produk hasil perikanan yang perlu
dijamin melalui sertifikasi HACCP.

Penjaminan produk hasil perikanan yang akan dikonsumsi dilakukan melalui kegiatan
inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP untuk memverifikasi penerapan sistem HACCP
yang dapat menjamin setiap produk yang dihasilkan oleh UPI aman untuk dikonsumsi.
Berdasarkan proses verifikasi pada proses pengolahan hasil perikanan di UPI, setiap
produk hasil perikanan yang telah memenuhi jaminan keamanan pangan diterbitkan
sertifikat PMMT/HACCP. Mekanisme penghitungan capaian indikator kinerja ruang
lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP diperoleh dari
penjumlahan Sertifikat HACCP hasil kegiatan inspeksi dan Surat Keterangan Hasil
Verifikasi (SKHV).

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana
Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu.
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP adalah indikator yang
mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan manajemen keamanan pangan
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berbasis HACCP untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi

pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan
yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh,
dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan
untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan
jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen
KP No 8/2024).

Indikator Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP diukur dengan
menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT, dengan variabel pada dimensi
pengendalian mutu, yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15),
Evaluasi tim Teknis (bobot 15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada
dimensi pengawasan mutu, yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10),
Pelaksanaan surveilans (bobot 30), dan Penerbitan SKHS (bobot 10).

Nilai komponen pengendalian mutu pada Triwulan 2 diperoleh angka sebesar 79,52%.
Sedangkan nilai komponen pengawasan mutu pada triwulan 2 diperoleh angka sebesar
89,57%. Sehingga capaian Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP pada
Triwulan 2 sebesar 84,55% atau mencapai 117,43% dari target 72% (data rincian
terlampir). Dari nilai capaian ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang
menerapkan SKP oleh UPT lingkup BPPMHKP dapat dinyatakan efektif.

Pada periode Januari - Juni 2026 telah diterbitkan sertifikat HACCP sebanyak 601
sertifikat, terdiri atas 147 HACCP grade A, 389 HACCP grade B, dan 63 HACCP grade
C. Jumlah UPI yang disertifikasi selama periode Januari - Juni 2026 ada sejumlah 223
UPI. Berdasarkan data di aplikasi Honest, terdapat 137.139 orang yang bekerja di 1.200
UPI yang bersertifikat HACCP. Jumlah pekerja ini terdiri atas tenaga kerja lokal sebanyak
136.392 orang (53.399 laki-laki dan 82.993 perempuan) dan tenaga kerja asing sebanyak
747 orang (250 laki-laki dan 497 perempuan).
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Beberapa faktor penunjang utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian

pada Triwulan 2, antara lain:

- Koordinasi Pusat dan UPT secara berkala melalui pengawasan progres capaian
bulanan.

- Peningkatan komptensi inspektur mutu melalui program pelatihan.

- Kepatuhan pelaku usaha dalam proses sertifikasi HACCP sebagai syarat ekspor
atau pemasaran domestik bersertifikat.

- Pemanfaatan sistem digital inspeksi (HACCP) yang mempercepat proses

pelaporan hasil audit dan penerbitan sertifikat.

Indikator Kinerja 3
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI

Penerapan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan dilaksanakan dengan berpedoman pada
PP 28 Tahun 2025 dan peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan yang masih dalam proses penyusunan. Proses sertifikasi SPDI dilakukan
melalui sistem OSS (Online Single Submission) BKPM.

Pada Tahun Anggaran 2026, terhadap pelaksanaan sertifikasi oleh Unit Pelaksana
Teknis BPPMHKP akan diukur tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu.
Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan
dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI adalah indikator yang mengukur
pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap unit usaha yang telah menerapkan Cara Distribusi lkan Yang Baik
(CDIB) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan, ditetapkan melalui penilaian terhadap dimensi pengendalian mutu

dan dimensi pengawasan mutu.

Di dalam Permen KP No 8/2024, pengertian pengendalian mutu adalah semua kegiatan
yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh,
dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan pengertian pengawasan mutu adalah kegiatan
untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan

jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans (Permen
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KP No 8/2024).

Indikator tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil
kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI diukur dengan
menghitung rata-rata skor efektivitas per UPT yang memiliki unit usaha yang telah
bersertifikasi SPDI. Pengukuran berdasarkan variabel pada dimensi pengendalian mutu,
yaitu Verifikasi Permohonan (bobot 10), Inspeksi (bobot 15), Evaluasi tim Teknis (bobot
15), dan Penerbitan Sertifikat (bobot 10) serta variabel pada dimensi pengawasan mutu,
yaitu Penyusunan program surveilans (bobot 10), Pelaksanaan surveilans (bobot 30),
dan Penerbitan SKHS (bobot 10). Sedangkan untuk UPT yang tidak memiliki unit usaha
yang telah bersertifikasi SPDI, maka diukur melalui form kesiapan UPT dalam

melaksanakan sertifikasi SPDI.

Capaian indikator Tingkat Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Unit Usaha yang menerapkan Sertifikasi
Penerapan Distribusi |kan (SPDI) pada Triwulan 2 TA 2026 sebesar 76,16% atau
mencapai 105,78% dari target 72% (data rincian terlampir). Dari nilai capaian ini dapat
dinyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan
hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI oleh UPT lingkup
BPPMHKP dapat dinyatakan efektif.

Nilai capaian ini diperoleh dari nilai efektivitas Pengendalian dan Pengawasan setiap

UPT, baik itu yang telah memiliki SPDI maupun yang belum memiliki SPDI (data rincian

terlampir). Pada periode April — Juni 2026, terdapat 4 UPT yang telah memiliki 7 unit

usaha tersertifikasi SPDI yang dilakukan penilaian tingkat efektivitasnya, yaitu:

- Stasiun PPMHKP Yogyakarta: PT. Indomina Bahari Ekajaya dengan nilai 95%,

- Stasiun PPMHKP Palembang: Asan Matjik dengan nilai 82,52%,

- Balai PPMHKP Jakarta: PT. Dinar Darum Lestari Tangerang dengan nilai 86,36%,
CV. Cahaya Baru 87,12%, PT. Asia Pangan Sentosa dengan nilai 88,97%, PT.
Golden Marindo Persada dengan nilai 88,64%. Nilai rata-rata Balai PPMHKP Jakarta
adalah 87,80%.

- Balai PPMHKP Banjarbaru: Nurohman dengan nilai 86,67 %.

Sedangkan untuk UPT lainnya yang belum memiliki unit usaha tersertifikasi SPDI, diukur
melalui form kertas kerja dengan rata-rata nilai efektivitas yang diperoleh mencapai
angka 75,00%.
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Indikator Kinerja 4
Rasio produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berkewajiban untuk menjamin mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan, termasuk produk yang diperdagangkan ke
pasar ekspor. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan
dimaksud antara lain melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan di Unit Pengolahan l|kan (UPI), peningkatan penerapan prinsip Good
Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP), serta pengawasan dan sertifikasi terhadap produk ekspor agar memenuhi

ketentuan negara tujuan.

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang dikeluarkan dari
wilayah negara Republik Indonesia, perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan mutu
kepada unit usaha sebelum diterbitkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.
Pelaksanaan pengawasan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan tersebut diukur dengan
indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Cara perhitungan indikator ini diperoleh dari
variabel jumlah Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) ekspor yang
diterbitkan dan jumlah kasus penahanan/penolakan produk ekspor hasil kelautan dan

perikanan di negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi.

Indikator persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Triwulan |l Tahun 2026 ditargetkan
sebesar 99%. Realisasi indikator kinerja ini adalah 99,98% atau mencapai 100,99% dari
target yang ditetapkan. Pencapaian ini diperoleh dari realisasi jumlah Sertifikat Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan oleh BPPMHKP sepanjang April -
Juni 2026 sebanyak 24.437 dokumen SMHKP dan data notifikasi penahanan/penolakan
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SMKHP sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan data Pusat Manajemen Mutu, kasus penolakan ini terjadi di negara Rusia
pada bulan April sebanyak 1 kasus, yaitu pada produk Frozen Whole Cleaned Octopus
dari CV. Prima Indo Tuna dari Makassar karena mengandung arsenik sebesar 10,81
mg/kg; negara Korea pada bulan Mei sebanyak 1 kasus, yaitu pada produk Frozen Spear
Squid Leg dari PT. Java Seafood Cirebon karena terkontaminasi ALT; negara Amerika
Serikat pada bulan Juni sebanyak 1 kasus, yaitu produk dari PT. Tamron Akuatik Produk
Industri Merak karena mengandung residu antibiotik metabolit nitrofuran (SEM) di atas
0,5 ng/g; negara Belgia pada bulan Juni sebanyak 1 kasus, yaitu pada produk Fish Skin
dari PT. Suri Tani Pemuka Simalungun karena melewati border tanpa pemeriksaan
resmi; negara ltalia pada bulan Juni sebanyak 1 kasus, yaitu pada produk Frozen
Octopus PT. Seafood Sumatera Perkasa Medan karena mengandung kail pancing (metal

fragment).

Dalam rangka penanganan kontaminasi bahan radioaktif Cesium-137 pada produk
udang beku asal Indonesia yang akan di ekspor, khususnya ke Amerika Serikat,
BPPMHKP terus meningkatkan pengendalian dan pengawasan melalui kegiatan
pemindaian produk udang (scanning), pengujian laboratorium, dan penerbitan sertifikat.
Sebagai Certifying Entity berdasarkan mandat dari Otoritas AS (US-FDA), BPPMHKP
telah menyampaikan laporan penanganan Cesium-137 sehingga produk udang
Indonesia dapat diekspor kembali ke Amerika Serikat. Pada tanggal 6-8 Mei 2026, tim
dari US-FDA telah melaksanakan kegiatan inspeksi di Balai Besar PPMHKP Surabaya
dan 4 (empat) Unit Pengolahan lkan (UPI) di wilayah Jawa Timur.

Tim US-FDA melaksanakan inspeksi di Balai Besar PPMHKP Surabaya terhadap
keseluruhan proses pengawasan dan pengendalian Cesium-137 pada produk udang
ekspor, dengan fokus pada rekaman kegiatan baik melalui sistem SIAPMUTU maupun
pencatatan manual. Inspeksi dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan mulai dari
permohonan pemindaian (scanning) dan pengujian, pelaksanaan pemindaian (scanning)
dan pengujian, hasil pemindaian (scanning) dan pengujian, hingga proses permohonan
penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP). Dalam
pembahasan terkait pengambilan sampel, terdapat perbedaan persepsi antara tim US-
FDA dengan praktik yang saat ini diterapkan di Indonesia. Tim US FDA berpandangan
bahwa setiap shipment seharusnya memiliki satu Laporan Hasil Uji (LHU) Cesium 137,

sedangkan praktik di Indonesia masih mengacu pada ketentuan 1 sampel untuk 1-10
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kontainer tanpa mempertimbangkan perbedaan pelabuhan tujuan, batch produksi,

maupun faktor lainnya.

Tim US-FDA juga melaksanakan inspeksi di PT Mega Marine Pride dan PT Baramuda
Bahari pada 7 Mei 2026 terkait pelaksanaan pemindaian (scanning) radioaktivitas pada
produk udang ekspor serta proses pengambilan sampel. Tim melakukan pengamatan
terhadap kesiapan petugas, penggunaan dan pengoperasian alat pemindaian
(scanning), proses auto calibrate, metode penentuan nilai background, tahapan
pemindaian (scanning), pencatatan hasil pemindaian (scanning), mekanisme
pengarsipan data, serta tindak lanjut apabila ditemukan hasil di atas nilai background.
Lokasi berikutnya adalah di PT Sekar Bumi dan PT BMI Lamongan pada 8 Mei 2026. Tim
US FDA meminta penjelasan terkait tata cara pengambilan sampel guna memastikan
konsistensi pelaksanaan di seluruh UPI yang dikunjungi serta terhadap mekanisme

penentuan nilai background pada alat pemindaian (scanning).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan inspeksi tersebut, tim US FDA meminta beberapa data
dan informasi berupa penjelasan tertulis mengenai prosedur aktual pengambilan sampel
yang saat ini diterapkan di Indonesia; data atau sertifikat pelatihan petugas pemindaian
(scanning) yang melaksanakan kegiatan di UPT maupun UPI yang dikunjungi; dan data
rekaman lengkap mulai dari permohonan pemeriksaan sampai dengan penerbitan
SMKHP.

Indikator Kinerja 5
Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik

Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan ini merupakan
implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat dan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan
Sehat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapainya dilakukan melalui
optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat;
Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di
pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan

pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.
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Objek atau lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi
Pascapanen di Wilayah RI, yaitu meliputi tempat pemasaran ikan di pasar tradisional,
tempat pemasaran ikan di pasar modern, pelabuhan perikanan atau TPI/PPI, serta
pemasok bahan baku/supplier. Adapun jenis komoditas atau produk perikanan yang
diamati adalah produk dalam bentuk bahan baku segar dan/atau produk pembekuan
meliputi golongan ikan demersal, ikan pelagis, krustasea, cephalopoda, moluska dan
ikan hasil budidaya. Pelaksanaan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor
produksi pascapanen yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Maret tahun 2025
mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia

Pangan Sehat.

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen
di Wilayah Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sampai akhir bulan Juli tahun
2026 sesuai Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 11 Tahun 2025 terkait Petunjuk Teknis
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka Penyedia
Pangan Sehat adalah sebanyak 24 Kabupaten/Kota,antara lain Kabupaten Sidoarjo,
Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, Kota Padang, Kota Palembang, Kabupaten
Kuburaya, Kota Kupang, Kota Bandar Lampung, Kota Semarang, Kabupaten Merauke,
Kabupaten Bantul, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tarakan, Kota Banda
Aceh, Kota Banjarmasin, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta
Utara, Kota Medan, Kota Cilegon, dan Kota Serang dengan lokus pengawasan di lokasi
usaha sebanyak 59 lokasi usaha yaitu 17 pasar modern, antara lain Pasar Modern
Chandra, Pasar Modern Superindo, Istana Buah Pandanaran Semarang, Hero Queen
City Mall, Yogya Junction, Superindo Jenggolo, Grand Lucky Sunset Road, Hypermart
Mall Bali Galeria, Suzuya Stasiun Padang, Super Indo KM 9,Pasar Welindo Freshmart,
Lottemart Banjarmasin, Brastagi Supermarket Cemara, Pasar Hypermart Bengkulu,
Superindo Dago, Grand Lucky Mall of Indonesia dan Superindo Cimahi, 30 pasar
tradisional antara lain, Pasar Tradisional Pasir Gintung, Pasar Tradisional Gudang
Lelang, Pasar Niten Bantul, Pasar Kanoman, Pasar Wamanggu, Pasar Tradisional
Larangan, Pasar lkan Kedonganan, Pasar Kuta Il, Pasar Inpres Naikoten, Pasar lkan
Oeba, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Alang - Alang Lebar KM 12, Pasar Rakyat KM 5, dan
Pasar Tradisional Melati (Parit Baru), Pasar Hanyar Antasari, Pasar Cemara, Pasar
Brayan, Pasar lkan Tenguyun, Pasar |kan Gusher, Pasar Semi Modern Handil, Pasar

Angsa Duo, Pasar Talang Banjar, Pasar Almahirah, Pasar Panorama, Pasar tradisional
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Cigading, Pasar Tradisional Merak, Pasar Arriyadh, Pasar Rawabadak, Pasar Ciroyom,
dan Pasar Antri Cimahi, 8 Pelabuhan, antara lain TPI Labuang WPP-713, PP Lempasing
WPP-NRI 572, PPN Kejawanan WPP NRI 712, Pelabuhan Perikanan Sungai Kakap
WPPNRI 711, TPI Banjar Raya, TPI Belawan, PPS Kutaraja, dan PPN Karangantu, dan
4 lokasi supplier SPPG Poklahsar UMKM Cahaya Bandeng, Suplier SPPG (TORANI
SUKSES MAKMUR), Supplier lkan SPPG (PT. Tarakan Fiserindo Sipatuo) dan UD.
Krapyak Indah sebagai dukungan KKP terhadap program prioritas Presiden.

Capaian indikator Nilai jaminan mutu pengawasan hasil kelautan dan perikanan domestik
pada Triwulan 2 adalah 76,05, yang merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan 1
dan triwulan 2. Realisasi ini telah mencapai 107,04% dari target 71. Nilai jaminan mutu

pada kegiatan pengawasan domestik disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 6. Nilai Jaminan Mutu Pada Kegiatan Pengawasan Domestik Triwulan |

Nilai Angka Jaminan Mutu

No Kabupaten/Kota Tidak
Memenuhi Memenuhi Kriteria
1 Kabupaten Maros 91,30% 8,70% Sangat Baik
2 Kota Semarang 91,50% 8,50% Sangat Baik
3 Kota Bandar Lampung 83,05% 16,95% Baik
4 Kota Cirebon 77,31% 22,69% Baik
5 Kabupaten Bantul 63,98% 36,02% Cukup
Rata-rata Triwulan 1 81,97% 18,03% Baik
6 Kabupaten Sidoarjo 79,30% 20,70% Baik
7 Kabupaten Badung 83,91% 16,09% Baik
8 Kota Padang 79,33% 20,67% Baik
9 Kota Palembang 66,19% 33,81% Cukup
10 Kabupaten Kuburaya 67,39% 32,61% Cukup
11 Kota Kupang 32,06% 67,94% Kurang
12 Kabupaten Merauke 75,50% 24,50% Baik
13 Kota Bandung 74,36% 25,64% Baik
14 Kota Cimahi 70,14% 29,86% Baik
15 Kota Tarakan 64,39% 35,61% Cukup
16 Kota Banda Aceh 75,27% 24,73% Baik
17 Kota Banjarmasin 72,80% 27,20% Baik
18 Kota Bengkulu 82,68% 17,32% Baik
19 Kota Jambi 71,78% 28,22% Baik
20 Kota Jakarta Selatan 82,60% 17,40% Baik
21 Kota Jakarta Utara 82,60% 17,40% Baik
22 Kota Medan 65,50% 34,50% Cukup
23 Kota Cilegon 53,20% 46,80% Kurang

Akuntabilitas Kinerja



Nilai Angka Jaminan Mutu

No Kabupaten/Kota Tidak
Memenuhi . Kriteria
Memenuhi
24 Kota Serang 53,20% 46,80% Kurang
Rata-rata Triwulan 2 70,12% 29,88% Baik
NILAI CAPAIAN 76,05% 23,96% Baik
Kriteria :

1. Nilai JMKHP Sangat Baik Jika Nilai 85%-100 %
2. Nilai JMKHP baik jika Nilai 70%-84,9 %

3. Nilai JMKHP Cukup jika Nilai 55% -69,9 %

4. Nilai JMKHP Kurang jika nilai kurang 55 %

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai jaminan mutu rata rata diatas 285% (sangat
baik) berjumlah 2 Kab/Kota, nilai jaminan mutu rata rata 270% - 84,9% (baik) berjumlah
14 Kab/Kota, nilai jaminan mutu rata rata 255% - 69,9% (cukup) berjumlah 5 Kab/Kota,
dan nilai jaminan mutu rata rata <565% (kurang) berjumlah 3 Kab/Kota. Hasil pelaksanaan
kegiatan inspeksi ini diinformasikan kepada kepada pemerintah daerah setempat dan
instansi terkait lainnya yang termasuk dalam tim daerah sebagai bahan rekomendasi dan
pembinaan lebih lanjut pada pelaku usaha serta melakukan sosialisasi terkait penerapan

sanitasi dan higienis dalam proses penanganan dan pemasaran hasil perikanan.

Di dalam pelaksanaan pengawasan mutu domestik yang dilakukan oleh UPT ke lokasi
usaha pasar tradisional, pasar modern, PI/PPI, dan supplier sangat bergantung pada
koordinasi dengan Dinas Pemerintah Daerah terkait, sarana dan prasarana pengujian

produk, serta alokasi anggaran agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

SASARAN KEGIATAN 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL
DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Terdapat 6 indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini, yaitu 1) Persentase
Rekomendaasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup
Pusat Mutu Pascapanen; 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 3) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu
Pascapanen; 4) Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 5) Persentase
Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen; 6) Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen.

Capaian sasaran kegiatan diperoleh dari nilai pencapaian indikator kinerja pada Tabel 7

di bawah ini.
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Tabel 7. Capaian Indikator pada Sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif,
Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Renstra

Realisasi 2026
Indikator Kinerja 2025-2029
2022 2023 2024 2025 T R % T % R

Persentase Rekomendaasi
Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk - - - 85% 86% 86 100,00% 89 95,51
Perbaikan Kinerja lingkup
Pusat Mutu Pascapanen

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Lingkup Pusat Mutu
Pascapanen (nilai)

- - - 89,55 92,1 79,72 96,05% 92,2 97,13

Indeks profesionalitas ASN
lingkup Pusat Mutu - - - 86,61 82,5 83,8 111,73% 84 103,11

Pascapanen (indeks)

Nilai Penilaian Mandiri
SAKIP lingkup Pusat Mutu - - - 88,5 86,2 (tahl;nan) - 86,8 | 101,96
Pascapanen (nilai)

Persentase Penyelesaian
Temuan BPK lingkup

- - - 100% 100 B - 100% 100
Pusat Mutu Pascapanen (tahunan)
(Persen)
Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran lingkup Pusat - - - 94,47 71,75 B - 82,5 114,51

Mutu Pascapanen (nilai) (tahunan)

Indikator Kinerja 6
Persentase Rekomendaasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Pengawasan oleh APIP diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan
keberhasilan kegiatan sebuah unit kerja, melalui rekomendasi yang dapat dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja. Selain itu, melalui pengawasan diharapkan dapat memberikan
nilai tambah peningkatan kinerja melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan
assurance audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien dan
ekonomis, untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko

pencapaian tujuan organisasi.

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) disampaikan kepada mitra unit kerja
melalui aplikasi SIDAK dengan laman https://sidak.kkp.go.id. Melalui aplikasi tersebut,
Itien menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada satuan kerja yang

menjadi obyek pengawasan dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil
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pengawasan tersebut. Berdasarkan dashboard aplikasi SIDAK Itjen, pada tahun 2026 ini
masih belum terdapat dokumen LHP yang ditujukan langsung ke Pusat Mutu

Pascapanen.

Capaian pada dashboard aplikasi SIDAK dihitung berdasarkan capaian penyelesaian
rekomendasi atas pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
secara tuntas oleh unit kerja atau satuan kerja berdasarkan data SIDAK. Jika pada
satuan kerja belum terdapat data LHP, maka sesuai dengan panduan pengukuran kinerja
capaian untuk indikator ini dinyatakan sama dengan nilai target, yaitu 85%. Sehingga
capaian indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen
ditetapkan sama dengan nilai target pada Tahun 2025, yaitu sebesar 85% dengan target

yang ditetapkan sebesar 85% atau mencapai 100%.

e £ Data Periode: [ mm/dd/yyyy s/d[ mm/dd/yyyy B
SE ‘

M SATUAN KERJA : PUSAT MUTU PASCA PANEN

PENGAWASAN

= Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Hasil Pengawasan
€ BerANDA o
Nilai Temuan Keuangan
[3 Daftar LHP
m MANAGE TLHP Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan CAPAIAN TLHP 0% JUMLAH LHP : 0
@ Change Password
Rp0.00 Kategori Jumlah
i
© TUTORIAL & Logout
> W LHP BAB 10 LHP
Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 07 Jan 2026
0% 100% B LHPSURAT .o up
Rp0.00 Prosentase: 0.00%
CHR :
NOTADINAS . g pok
Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 07 Jan
Rp0.00 @2026 0.00%
Temuan Hasil Pengawasan Rekomendasi/Saran

JUMLAH KEJADIAN : 0 JUMLAH REKOM/SARAN : 0
Kategori Jumiah Kategori Jumiah

@Tuntes . g pekom

@ Kepatuhan : 0 Temuan B Proses
:0 Rekom
@ Kelemahan SPI . g Temuan @ Pending
: 0 Rekom
@ Temuan 3-€ : 0 Temuan RTDD
:0 Rekom

Gambar 6. Tampilan Dashboard Aplikasi SIDAK

Pusat Mutu Pascapanen ikut berkontribusi untuk menyelesaikan rekomendasi yang

menjadi tanggungjawabnya. Rekomendasi tersebut terdapat dalam LHP/LHE Sekretariat

BPPMHKP sebagai berikut:

« LHP Nomor T.467/ITJ.4/HP.550/X1/2024 tentang Pemantauan Persiapan
Pelaksanaan Proses Bisnis lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Pasca Panen.
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* LHP Nomor B.445/I1TJ.4/HP.110/X1/2024 tentang Hasil Audit Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU) TA 2024 pada BPPMHKP.

* LHE Nomor 166/1TJ.4/HP.470/1X/2025 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional
Tertentu lingkup Badan PPMHKP.

Indikator Kinerja 7
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu
Pascapanen

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan
anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring SPAN yang dijadikan
ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan,
pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat
reformulasi untuk memperoleh nilai akhir atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA), yaitu:
a. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari revisi DIPA (10%) dan deviasi
halaman Il (15%);
b. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari penyerapan anggaran (20%),
belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP
(10%);

c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari capaian output (25%).

Sebagai salah satu indikator kinerja yang diturunkan (cascade) ke unit kerja lingkup
BPPMHKP, pengukuran atas indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Pascapanen dilakukan setiap semester dengan
target pada semester 1 adalah 83 dan target tahunan 92,1. Dengan implementasi 1 DIPA
pada Satuan Kerja Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
maka nilai capaian indikator ini merupakan nilai capaian IKPA pada Satker Sekretariat

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).
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Nilai tersebut diperoleh dari nilai Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan

Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

1 Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

- Reuvisi DIPA 100 10 10

- Deviasi Halaman Il DIPA 58,21 15 8,73
2 Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Penyerapan Anggaran 41,68 20 8,34

- Belanja Kontraktual 100 10 10

- Penyelesaian Tagihan 100 10 10

- Pengelolaan UP dan TUP 97,66 10 9,77
3 | Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

- Capaian Output 91,53 25 22,88

Nilai Total 79,72
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PERIKANAN

Realisasi pada Semester 1 masih di bawah target yang telah ditetapkan, hanya mencapai
79,72 dari target pada Semester 1 sebesar 83. Penyebab tidak tercapai adalah
rendahnya nilai pada variabel Deviasi Halaman Ill DIPA dan Penyerapan Anggaran.
Masih tingginya deviasi (selisih) antara rencana yang dibuat pada halaman lll dengan
realisasi per jenis belanja pada setiap bulannya. Dengan kata lain, penyusunan rencana
penarikan dana bulanan belum dilaksanakan secara akurat sesuai perencanaan kegiatan
yang dibuat sebelumnya sehingga berdampak pada nilai IKPA yang kurang optimal juga.
Masih rendahnya penyerapan anggaran satker Sekretariat BPPMHKP pada Semester 1

juga menjadi penyumbang rendahnya nilai IKPA pada Semester 1.
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Indikator Kinerja 8
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Penilaian indeks profesionalitas ASN (IP ASN) dilaksanakan dengan berpedoman pada
Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran
dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat)
dimensi, yang meliputi dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kineria, dan Disiplin. Masing-
masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Pada bobot penilaian, terdapat
komponen yang dinilai yakni Kualifikasi dengan porsi sebesar 25%, Kompetensi sebesar
40%, Kinerja sebesar 30%, dan Disiplin yang memiliki bobot 5%. Total keseluruhan
komponen tersebut yang kemudian menjadi Indeks Profesionalitas ASN. Kategori Indeks

Profesionalitas sebagai berikut:

Nilai IP 51 -60 61-70 71-80 81-90 91-100
. Sangat N Sangat
Kategori Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi

Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan,

sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas
persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot
nilai 25 (dua puluh lima);

b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua
puluh); dan

c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan

kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10

(sepuluh).
Persyaratan Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)
Dimensi Jabatan Jenis Jabatan MinFi,r:na(Iill‘)iiI::nkat DI/ DI/ Di
Kedalamg S3 S2 | SI/DIV | Dl SLTA/ Bawah

Jabatan Sederajat | SLTA

Manajerial | Jabatan

Kualifikasi Pimpinan Tinggi SI/biv 2 25 20 10 10 10
Jabatan SI/DIV % | 25 20 10 10 10
Administrator
Jabatan Dill 2% | 25 25 20 10 10
Pengawas
Nonmanajerial | Jabatan SLTA 25 25 25 25 20 10
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Dimensi

Persyaratan Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)
Pendidikan
. i . DIl/ DI/ Di
Jabatan Jenis Jabatan | Minimal Diangkat s3 s2 |si/ov| om SLTA/ Bawah
Kedalam .
Sederajat SLTA
Jabatan
Fungsional
(Kategori DIl 25 25 25 20 10 10
Keterampilan)
Jabatan
) SI/ DIV 25 25 20 10 10 10
Fungsional
(Kategori
Keahlian) S2 25 20 10 10 10 10
Jabatan SLTA 2% | 25 25 25 20 10
Pelaksana

Dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja

sebelumnya; dan

pada tahun

b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal

yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun
terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi
PPPK.
Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:
Jabatan Manajerial Jabatan Nonmanajerial
No Instrumen Perhitungan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Pimpinan Tinggi | Administrator Pengawas Fungsional Pelaksana
1. | Hasil Penilaian Kinerja
- Sangat Baik 25 25 25 25 25
- Baik 20 20 20 20 20
- Butuh Perbaikan 15 15 15 15 15
- Kurang / Misconduct 10 10 10 10 10
- Sangat Kurang 5 5 5 5 5
2. | Diklat Kepemimpinan
- Sudah 10 10 10 - -
- Belum 0 0 0 - -
3. | Diklat Fungsional
- Sudah - - - 10 -
- Belum - - - 0 B
4. | Diklat Teknis
- Sudah - - - - 10
- Belum - - - - 0
5. | Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun
PNS
>=20JP 5 5 5 5 5
<20 JP Proporsional Proporsional Proporsional | Proporsional | Proporsional
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Jabatan Manajerial Jabatan Nonmanajerial
No Instrumen Perhitungan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Pimpinan Tinggi | Administrator Pengawas Fungsional Pelaksana
PPPK
>=24 JP 5 5 5 5 5
<24 JP Proporsional Proporsional Proporsional | Proporsional | Proporsional

Dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun

sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

) ) ) L. Bobot Nilai
Dimensi Predikat Kinerja
Maksimal Perolehan

Sangat Baik 30
Baik 25

Kinerja Butuh Perbaikan 30 20
Kurang/Misconduct 15
Sangat Kurang 10

Dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
yang mencakup:

a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;

b. Hukuman disiplin ringan;

c. Hukuman disiplin sedang; dan

d. Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi Nama Hukuman Disiplin Bobot Nilai
Disiplin Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 5
Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan 3
Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang 2
Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat 1

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian

aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari PNS dan

PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN. Sumber

data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang

tervalidasi, meliputi:

+ Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh
pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman
Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada
SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN,;

+ Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data
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riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat
pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN
dan oleh operator pada SIASN BKN;

+ Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat
Kinerja pada SIASN BKN; dan

+ Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN
dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Berdasarkan cascading IKU level 1, pengukuran dilakukan per semester dengan target
pada Semester 1 adalah 75 dan target Semester 2 atau Tahun dengan target tahunan
82,5. Capaian Nilai IP ASN Pusat Mutu Pascapanen sebagaimana pada Dashboard IP
ASN KKP melalui domain https://ipasn.sdmao.id/ sebesar 83,8 (kategori tinggi), terdiri
dari Nilai IP kualifikasi sebesar 22,43; Nilai IP kompetensi sebesar 30,51; Nilai IP kinerja

sebesar 25,86; dan Nilai IP disiplin sebesar 5.

® IP ASN 2026 Dashboard  Eselon  Pegawai  FAQ Tahun 2026 v

Silakan ketik Nama Unit Ker

isiiticesl (hobot RKompetnslob ot e (Robot 30) I Disipli (Bobot)

No UnitKerja J:x;%?;f:::' 25) 40) TOTAL Keterangan
P P P P
1 PEN : : 80 262 9048% 2833  7082% 2562  854% 5  100% 8158  TINGGI
2 IAN ‘ 2 2812 9248% 3016  754% 2531 8437% 5  100% 8359  TINGGI
3 32 2907  9188% 3203  8008% 2594 8647% 5  100% 8594  TINGGI
a ) 35 243  8972% 3051  7628% 2586  862% 5  100% 838  TINGGI
5 MHKP M 52 2279 916% 3308  827% 2519 8397% 5  100% 8606  TINGGI
6 v 33 2318 9272% 2089  7472% 253  8433% 5  100% 8337  TINGGI
7 60 2267 9068% 2059  7398% 2508 836% 5  100% 8234  TINGGI
8 28 25 90% 3079  7697% 25  8333% 5  100% 8329  TINGGI
9 N 28 214 8856% 3181  7953% 2518 8393% 5  100% 8413  TINGGI
10 16 25 90% 2942  7355% 2531 8437% 5  100% 8223  TINGGI
n 60 208  8832% 2677  6692% 2517  839% 5 100% 7902  SEDANG
2 M 49 2837 9348% 3207  8OM% 252  84% 5  100% 8564  TINGGI
3 2 2339 9356% 2945  7363% 2607 869% 5  100% 8391  TINGGI
14 28 2268 9072% 2882 7205% 2643 881% 486 972% 8279 TINGGI

Indikator Kinerja 9
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik
Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas
Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka dilaksanakan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian
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Mandiri SAKIP. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat
aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman
Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP.

Penilaian ini dilakukan atas seluruh satuan kerja lingkup BPPMHKP untuk meningkatkan
kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit
kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan
perencanaan Kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja
unit kerja secara berkelanjutan. Penilaian Mandiri SAKIP tersebut mencakup 4
komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan cascading IKU level 1, pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan

target tahunan 86,2. Untuk mencapai target tersebut pada saat penilaian mandiri,

dilaksanakan beberapa kegiatan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan, antara lain:

1. Menetapkan PK pada awal tahun sebagai wujud komitmen bersama untuk mencapai
target kinerja secara terukur dan terbuka.

2. Melakukan pengukuran dan pelaporan secara berkala setiap triwulan.
Meningkatkan peran serta seluruh pegawai dalam pengelolaan kinerja lingkup Pusat

Mutu Pascapanen.

Indikator Kinerja 10
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Batas Toleransi Materialitas
Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) adalah sebesar 1%. Nilai tersebut diperoleh
dengan membandingkan besaran nilai temuan keuangan di LHP terhadap besaran

realisasi anggaran.

Penilaian capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusat
Mutu Pascapanen akan dilakukan pada akhir tahun dengan target 100%. Pengukuran

dilakukan dengan membandingkan nilai temuan keuangan dengan realisasi anggaran

Akuntabilitas Kinerja



pada Unit Kerja BPPMHKP.

Untuk mencapai nilai sesuai dengan target tahunan, beberapa upaya yang dilakukan
adalah meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabilitas dan transparan,
menghindari penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan tidak terdapat
temuan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi, dan

pengungkapan dalam laporan keuangan BPPMHKP yang akuntabel.

Indikator Kinerja 11
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Pascapanen

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja
perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun
rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran
dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV
Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap
Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan
Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator

dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran atas indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat
Mutu Pascapanen dilakukan pada akhir tahun dengan target tahunan sebesar 71,75.
Dengan pelaksanaan anggaran satu DIPA pada satuan kerja Kantor Pusat di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai capaian indikator ini mengacu pada nilai
capaian Satker Sekretariat BPPMHKP.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pusat Mutu Pascapanen pada Tahun Anggaran 2026 mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp1.961.834.000. Alokasi anggaran ini terdiri atas anggaran kegiatan
pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebesar
Rp1.301.016.000 dan kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Badan
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar

Rp660.818.000. Dari alokasi anggaran tersebut, terdapat efisiensi anggaran sebesar
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Rp485.655.000. Sehingga alokasi anggaran efektif yang dapat dipergunakan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.476.179.000.

Pada Triwulan 2 ini, Pusat Mutu Pascapanen Tahun Anggaran telah merealisasikan

penyerapan anggaran dari pagu anggaran efektif sebesar Rp709.145.472 atau mencapai

48,04%.

ﬁ‘l’g Pagu Pag;'P'éf)ek“f Blokir Realisasi | % of PE | Sisa PE
AFA 200.000.000 | 84.860.000 | 115.140.000 | 41.310.429 | 48,68% | 43.549.571
PDC | 522.016.000 | 342.082.000 | 179.934.000 | 169.992.251 | 49,69% | 172.089.749
QlA 255.000.000 | 105.371.000 | 149.629.000 | 69.989.578 | 66,42% | 35.381.422
alc 324.000.000 | 283.048.000 | 40.952.000 | 236.032.432 | 83,39% | 47.015.568
EBA 660.818.000 | 660.818.000 0 191.820.782 | 29,03% | 468.997.218
TOTAL | 1.961.834.000 | 1.476.179.000 | 485.655.000 | 709.145.472 | 48,04% | 767.033.528

Pusat Mutu Pascapanen telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi dengan
memaksimalkan anggaran, SDM dan efektivitas waktu kerja di lingkungan BPPMHKP.
Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan
efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining
pertemuan dengan UPT melalui fasilitas video conference, serta melakukan langkah
efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya
perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi
anggaran tersebut, mendorong Pusat Mutu Pascapanen untuk lebih efisien dan fokus
dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan dengan tetap menjaga kualitas kinerja.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja ini menyajikan keberhasilan Pusat Mutu Pascapanen dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban selama periode Triwulan Il 2026. Hal ini
tercermin dalam capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Terhadap capaian-
capaian tersebut, dilakukan pembandingan terhadap target triwulan sebagai bahan
analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program

dan kegiatan selama satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Pusat Mutu Pascapanen periode

Triwulan Il Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

d. Nilai Pencapaian Sasaran kegiatan Pusat Mutu Pascapanen periode Triwulan Il
Tahun 2026 sebesar 103,54% atau kategori BAIK.

e. Sebanyak 7 indikator kinerja yang memiliki target pada Triwulan Il telah mencapai
target yang telah ditetapkan, dengan rentang tingkat capaian 100% - 120%.

f. Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai target pada Semester 1, yaitu
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu
Pascapanen.

Sedangkan 3 indikator kinerja lainnya akan diukur sesuai periode tahunan.

h. Pusat Mutu Pascapanen telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar

Rp709.145.472 atau mencapai 48,04% dari pagu efektif.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pusat Mutu Pascapanen pada Triwulan Il Tahun 2026,

sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang

perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

+  BPPMHKP perlu menambah tenaga fungsional Asisten Inspektur Mutu dan Inspektur
Mutu sekaligus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan/bimbingan teknis;

* meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik
(bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk

mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja
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yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

* melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya.

* Melakukan akselerasi percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana

kegiatan.

Akhir kata, apresiasi kepada seluruh pihak dalam pencapaian kinerja Pusat Mutu
Pascapanen. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas fungsi serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.
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LAMPIRAN

Dokumen Pendukung terdapat pada tautan drive dalam matriks di bawah ini.

No Uraian Dokumen Link

1 | Perjanjian Kinerja https://acesse.one/gblmkxm
Manual IKU https://I1nk.dev/x69x0qr
Rencana Aksi https://acesse.one/95p8b1c
Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian

4 | dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan | https://acesse.one/lcOhha2
perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP

5 | Data Sertifikasi SKP di 28 lokasi KNMP Tahap | https://I1nk.dev/ghrs1zm
Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian

6 | dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan | https://acesse.one/gmdwkja
perikanan pada unit usaha yang menerapkan HACCP
Dokumen Pendukung Tingkat efektivitas pengendalian

7 | dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan | https://[1nk.dev/gtwurny
perikanan pada unit usaha yang menerapkan SPDI
Dokumen Pendukung Rasio produk ekspor yang

8 | memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan | https:/[1nk.dev/7nfhric
keamanan hasil kelautan dan perikanan
Dokumen Pendukung Nilai jaminan mutu pengawasan . .

9 hasil kelautan dan perikanan domestik https://acesse.one/wdujd2q
Dokumen Pendukung Persentase rekomendasi hasil

10 | pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja | https://I1nk.dev/x7t1ik4

lingkup Pusat Mutu Pascapanen
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